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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dalam perjalanannya, penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah telah mengalami banyak perubahan, salah 
satunya perubahan pada aspek kelembagaan instansi pemerintah 

atau disebut juga organisasi pemerintah yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang Perangkat 

Daerah sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Terkait penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah secara proporsional 

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing. 
Selain itu, penataan organisasi diarahkan pada upaya rightsizing 

untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin 

sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukan dengan 

berkurangnya jenjang organisasi. Hal tersebut selaras dengan 

kebijakan presiden saat ini terkait penyederhanaan birokrasi yang 

menyederhanakan eselonisasi birokrasi menjadi 2 (dua) level, 

diganti dengan jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian 
dan kompetensi. Tujuan dari penyederhanaan birokrasi 

pemerintah yaitu untuk mengembangkan organisasi yang lebih 

proposional dan transparan, sehingga upaya tersebut diharapkan 

organisasi perangkat daerah tidak akan terlalu besar  sesuai 

dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah 
(reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya 

tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local government). 

Dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, penataan 
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organisasi sering diartikan sama dengan pengembangan atau 

penambahan struktur organisasi yang telah ada.  

 Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan para 

pimpinan organisasi untuk selalu berusaha mengembangkan unit 

organisasi yang telah ada dalam mencapai tujuan organisasi. 

Anggapan seperti ini tampaknya perlu dikaji kembali karena 

penataan kelembagaan  tidaklah selalu identik dengan penambahan 

unit-unit baru.  Penataan kelembagaan dapat diartikan penataan 
tugas dan fungsi yang ada tanpa penambahan unit baru bahkan 

apabila perlu unit-unit yang sudah tidak efektif dan efisien dapat 

dihapus. 

Secara ideal, struktur organisasi harus bersifat dinamis 
sebagai  konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan 

lingkungan internal maupun eksternal.  Dalam perspektif ini, struktur 

organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang mampu 

beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan 

perubahan lingkungan. 

Selain aspek struktur, aspek proses juga merupakan aspek 

yang sangat penting dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan 

karena didalamnya merupakan tempat berlangsungnya seluruh 

aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara  rantai nilai 

dalam rangka mencapai tujuan utama organisasi secara dinamis. 

Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan 
interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan 

satu sama lain. Disamping itu agar kedudukan, peran dan fungsi 

masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka 

aspek tata kelola yang baik, dan kesesuaian/kepatuhan terhadap 

aturan yang disepakati harus diperhatikan. 
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Dasar pembentukan organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu saat ini ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  Peraturan Daerah 

tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai susunan 
organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja 

perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu 

Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. 
Adapun susunan Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri 

dari: 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Tenaga Kerja; 

c. Bidang Perindustrian; dan 

d. Bidang Transmigrasi. 
 

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara bertahap yang 

meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan 

analisis data serta laporan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi 

kelembagaan dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi 

Pemerintah. 
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Ruang lingkup evaluasi kelembagaan mencakup 2 (dua) 

dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. 

Pada dimensi struktur mencakup 3 (tiga) Subdimensi yang 

meliputi: 

1. Kompleksitas; 

2. Formalisasi; dan 

3. Sentralisasi. 

Sedangkan untuk dimensi proses mencakup 5 (lima)  
Subdimensi yang meliputi: 

1. Keselarasan (alignment); 

2. Tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance); 

3. Perbaikan dan peningkatan proses; 

4. Manajemen risiko; dan 

5. Teknologi informasi. 
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B. Tujuan Evaluasi 
Pengkajian ini bermaksud melakukan evaluasi kelembagaan 

sebagai landasan bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan 

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja organisasi kelembagaan dalam 

melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif 

dan efisien. Tujuan pengkajian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis dan mengevaluasi kelembagaan Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu 

berdasarkan aspek struktur dan proses organisasi sesuai 

dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2018 

tentang Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. 

2. Mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kelembagaan Dinas 

Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten 

Kapuas Hulu dari aspek struktur dan proses organisasi. 

C. Metode Evaluasi 
Metode evaluasi yang digunakan pada evaluasi kelembagaan 

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten 

Kapuas Hulu yaitu menggunakan metode umum dan responden. 

Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu pada tingkatan 
perangkat daerah (sub organization wide level) Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu 

Responden dalam evaluasi ini adalah Tim Evaluasi Kelembagaan 

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten 

Kapuas Hulu yang telah ditetapkan melalui keputusan Kepala 

Perangkat Daerah. Proses pengumpulan data dilakukan pada 
tingkatan perangkat daerah (sub organization wide level). 
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Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim diinterpretasi 

berdasarkan peringkat nilai evaluasi kelembagaan sesuai tabel 

berikut : 

Tabel 1.1 
Perhitungan Nilai Akhir, Peringkat Organisasi dan Interpretasi 

 

PERINGKAT KETERANGAN 

Peringkat 

Komposit 5 (P-5) 

Skor 81-100 

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan 

proses, organisasidinilai tergolong sangat efektif. 

Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai 

mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk 

mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan 

sangat mampu beradaptasi terhadap   dinamika  

perubahan lingkungan eksternal organisasi. 

Peringkat 

Komposit 4 (P-4) 
Skor 61-80 

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan 

proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur 
dan proses organisasi yang ada dinilai mampu 

mengakomodir  kebutuhan internal organisasi dan 

mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan 

lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur 

dan proses organisasi masih memiliki beberapa 

kelemahan minor yang dapat segera diatasi 

segera apabila diadakan Perbaikan melalui 

tindakan rutin yang bersifat marjinal. 
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PERINGKAT KETERANGAN 
Peringkat Komposit 

3 (P-3) 

Skor 41-60 

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan 

proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. 

Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai 

cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal 

organisasi dan cukup mampu beradaptasi 

terhadap dinamika perubahan lingkungan 

eksternal organisasi. Namun struktur dan proses 

organisasi memiliki berbagai kelemahan yang 

dapat menyebabkan peringkatnya menurun 

apabila organisasi tidak segera melakukan 

tindakan korektif secara sistematik. 

Peringkat Komposit 

2 (P-2) 

Skor 21-40 

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan 

proses, organisasi dinilai tergolong kurang 

baik. Struktur dan proses organisasi yang ada 

dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan 

internal organisasi dan kurang mampu 

beradaptasi terhadap dinamika perubahan 

lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, 

struktur dan proses organisasi dinilai memiliki 

berberapa faktor kelemahan serius, baik faktor 

kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri 
sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama 

lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. 

Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan 

tindakan korektif yang efektif berpotensi 

memperburuk peringkat organisasi sampai ke 

kondisi terburuk.  
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PERINGKAT KETERANGAN 
Peringkat Komposit 1 

(P-1) 

Skor 0-20 

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan 

proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. 

Struktur dan proses organisasi yang ada 

dinilai tidak efektif dan tidak mampu 

mengakomodir kebutuhan internal organisasi 

serta tidak mampu beradaptasi terhadap 

dinamika perubahan lingkungan eksternal 

organisasi. 

Di samping itu, struktur dan proses organisasi 

dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang 

sangat serius, baik faktor kelemahan yang 
bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun 

factor kelemahan yang bersifat terkait satu 

sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat 

simultan. Berbagai kelemahan ini apabila 

tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat 

total (perombakan total struktur organisasi 

dan proses organisasi) berpotensi 

membahayakan kelangsungan organisasi. 
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D. Tim Evaluasi 
Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu telah ditetapkan melalui Keputusan Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu 

Nomor: 13 / DTKPT / TAHUN 2023 tentang Pembentukan Tim 

Evaluasi Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan 

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu 

Tabel 1.2 
Tim Evaluasi Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian,  

Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu 
 

NO. JABATAN KEDUDUKA 
DALAM TIM 

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan 

Transmigrasi 

Ketua 

2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan 

Transmigrasi 

Sekretaris 

3. Kepala Bidang Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi 

Anggota 

4. Kepala Bidang Perindustrian Pada Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi 

Anggota 

5. Kepala Bidang Perindustrian Pada Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi 

Anggota 

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Pada Dinas 

Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi 

Anggota 

7. Perencana Ahli Muda Pada Sekretariat Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi 

Anggota 

8. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian Dan Transmigrasi 

Anggota 



LAPORAN HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN  
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KAPUAS HULU 
TAHUN 2023 

H a l a m a n |11 

 

 

 

9. Penata Laporan Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian Dan Transmigrasi 

Anggota 

10. Analis Rencana Program dan Kegiatan Pada Dinas 

Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi 

Anggota 

11. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Pada Sub 

Bagian Umum dan Aparatur Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian Dan Transmigrasi 

Anggota 

 
E. Waktu Pelaksanaan 

Evaluasi kelembagaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 
Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu pada tingkat sub 

organization wide level dilaksanakan pada tanggal  dan dihadiri 

oleh Tim Evaluasi Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. 
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BAB II 
ANALISIS HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN 

 
 

A.   Deskripsi Hasil Evaluasi Kelembagaan 

Evaluasi kelembagaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 
Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan untuk 

mengukur sejauh mana implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta implementasi 

dari Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 71 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan 
Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dilihat  dari  2 (dua) aspek 

pokok organisasi yaitu dimensi struktur  organisasi dan proses 

organisasi. Adapun analisis hasil evaluasi kelembagaan Dinas 

Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas 

Hulu sebagai berikut : 

1. Dimensi  Struktur 
a. Subdimensi Kompleksitas 

Hasil pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan pada 
subdimensi kompleksitas memperoleh nilai skor 16,96 dari 

nilai skor maksimal 25. 

1) Indikator dalam subdimensi kompleksitas, meliputi: 

a) Kompleksitas struktur organisasi. 

b) Tingkat spesialisasi atau jabatan. 
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c) Tata hubungan antar spesialis dan jabatan. 

d) Tingkat pembagian pelayanan berdasarkan tempat 

(daerah/wilayah). 

2) Penjelasan berdasarkan hasil evaluasi : 

Secara umum, desain organisasi perangkat daerah pada 
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi 

Kabupaten Kapuas Hulu tidak bersifat terlalu kompleks. 

Dalam pembentukannya, desain organisasi yang ada 
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

serta pemetaan urusan pemerintahannya merujuk pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Namun demikian, masih ada sebagian kecil perangkat 

daerah yang masih bersifat kompleks dan perlu 

disesuaikan. Sementara itu, struktur organisasi yang ada 

saat ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan dan telah mendapatkan rekomendasi dari 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal tersebut 

didasarkan pada penataan perangkat daerah yang 

ditetapkan sesuai dengan pewadahan dan perumpunan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Pada indikator ini, jenjang jabatan yang ada sudah sesuai 

dengan kebutuhan, hanya masih terdapat beberapa 

jabatan yang belum terisi. Terkait kebutuhan jabatan 

fungsional, sebagian besar belum memenuhi kebutuhan 
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pada setiap unit organisasi serta tingkat efektivitas dan 

efisiensi belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi 

unit organisasi. 

Tata hubungan kerja antar jabatan saat ini telah ditetapkan 

dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang 

tugas  pokok, dan rincian tugas unit. 

Terkait pembagian pelayanan berdasarkan tempat/wilayah, 

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi 
Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki Cabang 

Dinas/UPTD. 

b. Subdimensi Formalisasi 
Hasil pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan pada 
subdimensi formalisasi memperoleh nilai skor 9,375 dari nilai 

skor maksimal 12,5. 

1) Indikator dalam subdimensi formalisasi, meliputi: 

a) Tingkat kejelasan dan ketegasan “peraturan” mengenai 

pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja dan 
bagaimana cara kerjasamanya. 

b) Tingkat kejelasan “prosedur kerja” secara praktis 

(langkah kerja yang berurutan secara logis dan terkait 

dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja). 

c) Tingkat kejelasan “kebijakan kerja” sehingga Pimpinan 

Tertinggi pada Perangkat Daerah mempunyai 
kebebasan memutuskan dengan pertimbangan-

pertimbangan dari level di bawahnya tanpa melanggar 

prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam 

pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja. 

d) Tingkat pembakuan proses kerja. 

e) Tingkat pembakuan dimensi-dimensi produk (pelayanan) 

yang harus dihasilkan. 
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f) Tingkat pembakuan keterampilan kerja. 

2) Penjelasan berdasarkan hasil evaluasi : 
Tugas dan fungsi unit organisasi dan prosedur kerja telah 

dirumuskan dan ditetapkan dalam Kepala Perangkat 

Daerah tentang tugas pokok dan rincian tugas unit 

organisasi. Namun, terkait hal tersebut perlu dilakukan 

evaluasi dalam menjabarkan setiap tugas dan fungsi 

organisasi serta perlu adanya perbaikan secara kualitas 

dalam tata cara dan mekanisme kerja unit organisasi. 

Adapun terkait proses kerja, telah dituangkan secara 

sistematis dan diformalkan dalam standar operasional 
prosedur. 

c. Subdimensi Sentralisasi 
Hasil pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan pada 
subdimensi formalisasi memperoleh nilai skor 9,375 dari nilai 

skor maksimal 12,5. 

1) Indikator dalam subdimensi sentralisasi, meliputi: Tingkat 

keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi atau 

tingkat kejelasan “kebijakan kerja” sehingga Pimpinan 

Tertinggi pada Perangkat mempunyai kebebasan 

memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan 
dari level di bawahnya tanpa melanggar prinsip 

peraturan atau hukum yang berlaku dalam 

pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja. 

2) Penjelasan berdasarkan hasil evaluasi : 

Secara umum, kewenangan pengambilan keputusan telah 
dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi 

organisasi serta kewenangannya masing-masing antara 

tingkatan manejemen tertinggi hingga tingkatan 

manajemen dibawahnya. 
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2. Dimensi Proses 
a. Subdimensi Keselarasan (Alignment) 

Hasil pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan pada 

subdimensi keselarasan memperoleh nilai skor 8,75 dari nilai 

skor maksimal 10. 

1) Indikator subdimensi keselarasan, meliputi: 

a) Keterkaitan sasaran strategis organisasi dengan visi, 

tujuan dan misi organisasi. 

b) Keterkaitan proses kerja dengan sasaran strategis 

organisasi. 

c) Keterkaitan proses kerja dengan struktur organisasi. 

d) Harmonisasi proses kerja secara vertikal dan horizontal. 

e) Pendokumentasian proses kerja. 

2) Penjelasan berdasarkan hasil evaluasi: 

Sasaran strategis organisasi yang ada saat ini dari 

tingkatan manajemen tertinggi hingga menengah kebawah 
memiliki keterkaitan dengan visi misi organisasi. Hal 

tersebut telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas 

Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten 

Kapuas Hulu. Secara umum proses kerja unit organisasi 

yang ada saat ini memiliki keterkaitan yang jelas dengan 

nomenklatur jabatan dalam struktur organisasi dan telah 
dipetakan. Terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), 

telah ditetapkan pedoman penyusunannya dalam 

Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor: 35 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Adminitrasi Pemerintahan. 
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b. Subdimensi Tata Kelola (Governance) dan Kepatuhan 
(Compliance) 

Hasil pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan pada 

subdimensi keselarasan memperoleh nilai skor 9,6429  dari 

nilai skor maksimal 10. 
1) Indikator subdimensi Tata kelola Kepatuhan, meliputi: 

a) Kesesuaian struktur organisasi dan tata kerja dengan 

ketentuan yang berlaku. 

b) Kejelasan pemetaan kepentingan dari para pemangku 

kepentingan yang terdapat di dalam struktur organisasi. 

c) Transparansi informasi di dalam pengambilan 
keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses pengambilan keputusan. 

d) Akuntabilitas di dalam wujud kejelasan struktur, fungsi 

dan peran/tanggung jawab. 

e) Responsibilitas mekanisme pertanggungjawaban dan 

pelaporan. 

f) Independensi setiap fungsi di dalam struktur sesuai 

dengan kewenangannya. 

g) Perlakuan yang proporsional sesuai dengan kedudukan, 
fungsi, dan peran setiap elemen di dalam struktur 

organisasi. 

2) Penjelasan berdasarkan hasil evaluasi: 

Struktur organisasi dan tata kerja yang ada saat ini telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dasar 
pembentukannya diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas 

Hulu Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan 

Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 
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Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang merujuk pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. Dalam hal nomenklaturnya telah 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. Setiap proses kerja memiliki kesesuaian fungsi, 

struktur dan penanggung jawab pekerjaan serta apabila 

dibutuhkan informasi publik, telah dituangkan secara 
transparan melalui sistem informasi daerah. Adapun kanal 

informasi seputar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dapat diakses 

melalui website disnakertrans.kapuashulukab.go.id 

c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses 
Hasil pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan pada 
subdimensi keselarasan memperoleh nilai skor 6,25  dari nilai 

skor maksimal 10. 

1) Indikator subdimensi perbaikan dan peningkatan proses 
meliputi: 

a) Evaluasi Metode Kerja. 

b) Pembaharuan Metode Kerja. 

2) Penjelasan berdasarkan hasil evaluasi: 

Secara umum, Standar Operasional Prosedur pada 

masing-masing unit kerja dilakukan monitoring dan 

evaluasi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai 

dinamika perkembangan. 

d. Subdimensi Manajemen Risiko 
Hasil pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan pada 

subdimensi keselarasan memperoleh nilai skor 6,6667 dari 

nilai skor maksimal 10. 
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1) Indikator subdimensi manajemen risiko meliputi: 

a) Budaya risiko. 

b) Kematangan penerapan manajemen risiko. 

2) Penjelasan berdasarkan hasil evaluasi: 

Saat ini Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu telah menerapkan 

kebijakan mengenai manajemen risiko.  Berdasarkan hasil 
evaluasi, sebagian besar unit-unit kerja telah menerapkan 

kebijakan manajemen risiko.  Namun masih ada risiko-risiko 

utama yang belum teridentifikasi serta belum cukup 

memiliki sistem  monitoring risiko yang memadai. 

e. Subdimensi Teknologi Informasi 
Hasil pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan pada 

subdimensi keselarasan memperoleh nilai skor 7 dari nilai skor 

maksimal 10. 

1) Indikator Subdimensi teknologi informasi meliputi: 

a) Kecukupan kebijakan teknologi informasi. 

b) Rancangan arsitektur teknologi informasi. 

c) Pemanfaatan teknologi informasi. 

2) Penjelasan berdasarkan hasil evaluasi: 

Saat ini Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki 
rancangan arsitektur penerapan teknologi informasi yang 

dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Adapun 

produk hukum dimaksud adalah Peraturan Bupati Kapuas 

Hulu Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dokumen 

Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

untuk saat ini, unit kerja sudah memanfaatkan teknologi 
informasi, namun masih terdapat proses kerja yang 

dilakukan secara manual. 
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BAB III PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil self assesment pengisian kuesioner 

evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi 

Kelembagaan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu memperoleh Peringkat 

Komposit 74,02380952 (Kategori P-4) dengan keterangan 

“mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi 

dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada 

dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan 

mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan 

eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih 

memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi 

segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang 

bersifat marjinal”. Keterangan tersebut dilihat dari kondisi dimensi 

struktur dan proses tergolong efektif, kemampuan akomodasi 

kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal tergolong 

tinggi serta secara umum mampu untuk mendukung tercapainya 

visi, misi serta strategi organisasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas 

Hulu. Adapun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan- 

kelemahan kecil yang terjadi, akan menjadi dasar perbaikan untuk 
penataan organisasi lebih lanjut. 

Untuk memberikan informasi yang lebih analitis tentang 

kondisi organisasi dari sisi masing-masing dimensi dan 

subdimensi yang telah di evaluasi dapat dilihat  pada  ilustrasi 
grafik radar sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Grafik Radar 
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B. Rekomendasi 
Evaluasi kelembagaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu saat ini bertujuan untuk 

mengukur efektivitas dan efisiensi kelembagaan dari aspek struktur 

dan proses organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan 

menunjukan masih terdapat kelemahan-kelemahan pada 

dimensi/subdimensi yang dievaluasi. Sehingga dapat disimpulkan 

kelemahan-kelemahan yang perlu ditindaklanjuti untuk dilakukan 

perbaikan sebagai berikut : 

1. Dimensi Struktur 

a) perlu adanya perbaikan dalam pembagian kewenangan 
tugas pokok dan fungsi unit organisasi serta penyesuaian 

beberapa nomenklatur unit organisasi; 

b) optimalisasi tugas dan fungsi jabatan fungsional untuk 

mendukung pencapaian target kinerja organisasi; 

c) perlu dilakukan perbaikan terhadap mekanisme hubungan 

kerja antar unit organisasi. 

2. Dimensi Proses 

a) perlu dilakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen 

risiko; 

b) perlu menetapkan peraturan yang mengamanatkan pada 

setiap unit  kerja  untuk  menyusun dan menerapkan 

manajemen risiko dari tahap perencanaan hingga pada tahap 

pelaporan; 

c) perlu dilakukan pengukuran serta monitoring terhadap 
risiko-risiko utama organisasi dengan metode dan sistem 

monitoring risiko yang memadai; 
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LAMPIRAN 
https://drive.google.com/drive/folders/1iuLQ-

WLBqyHDAYtOQXhbr88FMaeF-6Nt?usp=drive_link 
 

A. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

B. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 71 Tahun 2022 tentang  

tentang Perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu; 

C. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026; 

D. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026; 

E. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan 

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2021 

Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian Dan Transmigrasi; 

F. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 13 / DTKPT / 

TAHUN 2023 Tanggal 7 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Tim 

Evaluasi Kelembagaan Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian 

dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu; 

G. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 15 / DKIS / 2023 Tentang 

Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023; 
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H. Kanal Informasi Seputar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu: 

- Website Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi: 

https://disnakertrans.kapuashulukab.go.id/wp-admin/ 

- Website Kapuas Hulu :  

https://info.kapuashulukab.go.id/wp-admin/ 

- PPID 

http://ppid.kapuashulukab.go.id/ 

- E-Lapor 

https://www.lapor.go.id/themes/lapor/assets/images/logo-white.png ; 

I. Aplikasi pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 
Kabupaten Kapuas Hulu:  

- E-Kartu Pencari Kerja : https://bit.ly/ak1kh 
J. Berita Acara Hasil Evaluasi Kelembagaan; 
K. Daftar Hadir Anggota Tim Evaluasi Kelembagaan; 

L. Dokumentasi Kegiatan. 
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